PERTANGGUN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG

GJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

_ bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
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diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /
Sijunjung dan Kabupalen Daerah Tingkat II  Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3423 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik/Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42 );



11.

12.

13.

Peraturan Daerah Kota gawahlunto Nomor 8 T ahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
gawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 67);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2019 Nomor 10 );

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Talun 2020 Nomor 4 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Menetapkan

(1)

dan
WALIKOTA SAWAH LUNTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa laporan keuangan memuat :

neraca,;
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laporan realisasl anggaran;

laporan arus kas;

laporan operasional;

laporan perubahan sisa anggaran lebih;
laporan perubahan ekuitas; dan
catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

a adalah sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan Rp. 538.026.463.488,09
Belanja Rp. 622.472.823.122,01

Surplus/ (defisit) Rp. 15.553.640.366,08
Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 12.937.426.797,11
2. Pengeluaran Rp. 15.122.014.627,72

Pembiayaan Netto Rp. (2.184.587.830,61)
Sisa Lebih Pembiayaan APBD ( SILPA ) Rp. 13.369.052.535,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
sebagai berikut :

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 10.740.461.092,44 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 587.598.325.124,00

2. Realisasi Rp. 576.857.864.031,56
Selisih lebih /(kurang ) Rp. 10.740.461.092,44

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.63.336.312.252,86
dengan rincian sebagal berikut :

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 607.599.970.457,65

2. Realisasi Rp. 544.263.658.204.79
Selisih lebih /(kurang ) Rp. 63.336.312.252.,86

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.52.595.851.160,42 dengan rincian sebagai berikut :

1; Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (20.001.645.333,69)

2. Realisasi Rp. 32.594.205.826,77
Selisih lebih/(kurang ) Rp 52.595.851.160,42

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.9.024.746.464,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 22.418.312.000,31
2. Realisasi Rp. 13.393.565.535.47
Selisih lebih/(kurang) Rp. 9.024.746.464,84

Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.498.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 2.416.666.666,66
2. Realisasi Rp 1.918.666.666,66




Selisih lebih/(kurang ) Rp. 498.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 978.387.628.626,80

b. Jumlah Kewajiban Rp. 23.641.056.499,85

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 954.746.572.126,95
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp. 13.369.052.535,47
b. Arus kas dari aktivitas operasional Rp. 96.285.919.219,34
G Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (63.691.713.392,57)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (1.894.153.666,66)
& Arus kas dari aktivitas Non Anggaran Rp. 0,00
I Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 44.069.104.695,58
Tahun 2020
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai
berikut :

a. Total Pendapatan Rp. 567.006.655.155,11

b. Total Beban Operasi dan Beban Transfer Rp. 567.658.057.636,90

c. Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. (651.402.481,79)

d. Pos Luar Biasa Rp. 0,00

e. Surplus/Defisit - LO Rp. (651.402.481,79)
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( SAL ) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk per 31 Desember Tahun 2020 scbagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 13.369.052.535,47
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan

Pembiayaan tahun berjalan Rp. 13.369.052.535,47
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan

Anggaran ( SILPA/SIKPA ) Rp. 44.069.104.695,58

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 44,069.104.695,58




Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf f untuk tahun yang berakhir tanggal

berikut :

a.
b.
c.

d.

Ekuitas awal

Surplus / Defisit LO

31 Desember Tahun 2020 sebagai

Rp. 740.681.674.483,02
Rp. (651.402.481,78)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/

Kesalahan
Ekuitas Akhir

Rp. 214.716.300.125,72
Rp. 954.746.572.126,95

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g untuk Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik seccara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos — pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang

merupakan bagian dalam tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri
dari :

a.

TR R0 T

e e

Lampiran I
Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran Il
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Laporan Realisasi Anggaran:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
Rincian Laporan Realisasi  Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daecrah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

. Laporan Operasional;

: LPE;

: Neraca,

. Laporan Arus Kas;

. Catatan Atas laporan Keuangan;

. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

. Daftar Rekapitulasi Penyisishan Piutang tak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana
bergulir;
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k. Lampiran XI - Daftar Penyertaan Modal ( Investast ) Daerah,

L Lampiran XII . Daftar Rekapitulasi realisasi Penambahan dan
Pengurangan Assct Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII . Daftar Rekapitulasi Asset Tetap;

n. Lampiram XIV . Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

0. Lampiran XV . Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya;

p. Lampiran XVI . Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII . Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII . Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX . Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan
sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX . Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah;
dan

u. Lampiran XXI . Laporan Kinerja;

Pasal 11
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Agugtus 2021

WALIKOTA SAWAALUNTO,

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT: ( § / 38 /2021)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR { TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN AN GGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas,
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
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